
BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan realisasi

belanja bidang pendidikan dan realisasi belanja bidang kesehatan secara

bersama-sama mampu memberikan kontribusi terhadap variabel Indeks

Pembangunan Manusia, yakni sebesar 61,8%.

2. Secara parsial variabel realisasi belanja bidang pendidikan berpengaruh

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini ditunjukan oleh

besarnya koefisien regresi variabel belanja pendidikan yaitu 91,084

dengan standar kepercayaan 0,005 < 0,05, sedangkan variabel realisasi

belanja bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah, hal ini ditunjukan oleh besarnya koefisien regresi

variabel retribusi daerah yaitu 87,708 dengan standar kepercayaan 0,029 >

0,05.



3. Realisasi belanja bidang pendidikan dan realisasi belanja bidang

kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

6.2 Saran

1. Dampak realisasi APBD terhadap pembangunan manusia akan lebih

efektif jika pemerintah kabupaten manggarai dapat lebih memfokuskan

alokasi belanjanya ke sektor pendidikan dan kesehatan, bukan saja pada

aspek pembangunan/fisik saja sebaiknya juga pada aspek peningkatan

mutu dan kualitas, baik guru maupun tenaga kesehatan.

2. Pemerintah perlu mengadakan perbaikan atas regulasi, pengalokasian,

pengkoordinasian misalnya dengan penyederhanaan manajemen keuangan

di Kabupaten Manggarai.



DAFTAR PUSTAKA
Andrea Christy, Fhino dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi

Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. Makalah.
Disampaikan dalam Konferensi Nasional UKWMS. Surabaya 10 0ktober
2009.

Achmad Fauzi. APBD adalah program pemerintah daerah yang akan
dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang di wujudkan dalam
bentuk uang

Ali Hasan,2008:191. Target adalah sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran,
yaitu tindakan memilih atau lebih segmen untuk dilayani

Ali Hasan 2008:239. Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya
pergerakan atau perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau
dikerjakan.

Abdul Aziz Nasution 2010. Pengaruh pengeluaran Pemerintah Kota Binjai,
Sumatra Utara, pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan.

Alteng Syafruddin. APBD adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah
daerah untuk tahun kerja tertentu, didalamnya memuat rencana
pendapatan dan pengeluaran selama tahun kerja tersebut.

Badan Pusat Statistik Provinsi NTT
Badan Pusat Statistik.2005 kabupaten manggarai Dalam Angka Tahun 2005

2006 kabupaten manggarai Dalam Angka Tahun 2006
2007. kabupaten manggarai Dalam Angka Tahun 2007.
2008. kabupaten manggarai Dalam Angka Tahun 2008
2009. kabupaten manggarai Dalam Angka Tahun 2009

Badan Pusat Statistik.2010. kabupaten manggarai Dalam Angka Tahun 2010
2011. kabupaten manggarai Dalam Angka Tahun 2011.
2012. kabupaten manggarai Dalam Angka Tahun 2012.
2013. kabupaten manggarai Dalam Angka Tahun 2013
2014. kabupaten manggarai Dalam Angka Tahun 2014

BPS-Bappenas-UNDP, 2001. Indonesia Human Development Report 2001.
Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in



Indonesia. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP
Indonesia.

------------------------------, 2004. National Human Development Report 2004. The
Economics of Democracy: Finanncing Human Development in Indonesia.
Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.

------------------------------, 1995:103. National Human Development Report 1995.
The Economics of Democracy: Finanncing Human Development in
Indonesia. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP
Indonesia.

Brata, Aloysius Gunadi, 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan
Manusia, dan Kemiskinan. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas
Atma Jaya.

Brata. 2005. pengaruh pengeluaran pemerintah daerah khususnya bidang
pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .

Dewi, Adha. 2006. Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja
Daerah kota Singkawang. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Chrisma Kuriata Ginting S. 2008. faktor-faktor yang mempengaruhi
pembangunan manusia di Indonesia.

Dwi Bastias, Desi, 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas
Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009. Semarang: Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro. Skripsi

Dickey, Terry 2004. Dasar-Dasar Penganggaran: PPM
Fandi Tjiptono,2007:65. Target adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing

segmen dengan menggunakan variabel-variabel yang bisa menguantifikasi
kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap
segmen,biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan,
dan kesesuian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang besar

Gujarati, Damodar, 2003. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga.
Guritno Mangkoesoebroto, 1997, Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta
Gustav Rains & Frances Stewart 2002. pengaruh timbal-balik antara

pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan pembangunan manusia
(human development) di negara-negara Amerika Latin

Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP-AMP
YKPN. Yogyakarta

Hasan 2008:191. Target adalah sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran,
yaitu tindakan memilih suatu atau lebih segmen untuk dilayani,

Jhingan, M. L.(2000). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.

Kuriata Ginting S., Charisma, 2008, Analisis Pembangunan Manusia Di
Indonesia, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Tesis

Khan, 2002. Perkiraan Anggaran pemerintah/
Kamus Besar Bahasa indonesia (2008:1404) Target adalah sasaran atau batas

ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.



Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008:1404. Target adalah sasaran atau batas
ketentuan yang telah ditetapkan untuk di capai

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Realisasi adalah proses menjadikan nyata;
perwujudan; kenyataan

Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. Poverty,
Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?. World
Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank.
Diaksesdari:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=634451&rec=1&
srcabs=447165 12/02/2011 5:00 PM.
Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis

Perekonomian Daerah. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman
ekonomi rakyat.

Mardiasmo (2012:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari
Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah
pengelolaan keuangan dan anggaran daerah

Musgrave, Richard A.1993. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5,
Jakarta: Erlangga

M.Dhalan Y.B,2003:978. Realisasi adalah pelaksanaan sesuatu sehingga menjadi
nyata

Meyliana Astry S.Pd dkk 2013. Melakukan penelitian pengaruh pengeluaran
pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks
Pembangunan Manusia di Indonesia.

Nasution, Abdul Aziz, 2010, Analisis Dampak Realisasi APBD terhadap
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Binjai, Medan:
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Skripsi

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta
Owens yang dikutip oleh Martinus Nanang pembangunan manusia bukan

pembangunan benda, karena nilai balik rill pembangunan manusia
memberikan sumbangan lebih dari pada pembangunan daripada
pembangunan dibandingkan pada pembangunan benda.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Dana Perimbangan
Pemerintah Republik Indonesia,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasaional
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
Peraturan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 206 tentang Pedomaan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2002. Economic Growth and Human
Development in Latin America. Cepal No. 78. The UN Economic
Commission for Latin America and the
Caribbean (ECLAC). Diakses dari: http://www.eclac.org/publicaciones/x
ml/2/19952/lcg2187i-Ranis.pdf 12/02/2011 4:57 PM.

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/19952/lcg2187i-Ranis.pdf


R.A.Chalit. APBD adalah suatu bentuk konkrit rencana kerja keuangan daerah
yang komprehensif yang mengkaitkan penerimaan dan pengeluaran
pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang, untuk mencapai
tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun
anggaran

Sirojuzilam dan Mahalli (2010). Perencanaan Pembangunan daerah
Suhadak dan Trilaksono (2007). Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah

dalam penyusunan APBD di era otonomi. Malang: Bayumedia dan
lembaga penerbitan.

Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik; Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah,
Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit Andi

Syaiful. 2008. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja
Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Jakarta

Syafrizal (2009). Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
Padang: Baduose Media.

Todaro, Michael P. 2003. tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi
adalah kecukupan (sustenance), jati diri (selfsteem), kebebasan (freedom).
Todaro, Michael P. 2006. Pembangunan Ekonomi: Di Dunia Ketiga Edisi 9,

Jakarta: Penerbit Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar
Tjokroamidojo (2003). Dalam http://www.tutorialut.web.id/2015/04/perencanaan-

pembangunan-daerah-1.html
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
UNDP, 1990. Human Development Report 1990. New York: Oxford University

Press
--------, 1995 . Human Development Report 1995. New York: Oxford University

Press.
Usman, Syaikhu et al., 2008. Laporan Penelitian : Mekanisme dan Penggunaan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU.
World Bank, 2006. World Development Report.

http://www.tutorialut.web.id/2015/04/perencanaan-pembangunan-daerah-1.html

